
BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang 
cepat, mudah, tertib, terarah, dan kejelasan prosedur sesuai 
dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dipandang 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu 
Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4724);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494);

6. Undang...
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);

9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal Nomor 15 
Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non 
Perizinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
1479);

12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  Nomor 9 
Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan 
Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu 
Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);

14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu 
Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 
2016 Nomor 217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati  Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan...
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Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 242);

15. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 Tahun 2017 
tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu 
Utara Tahun 2017 Nomor 243) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 34Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu 
Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan 
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 257);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERPADU SATU 
PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara. 

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PPTSP adalah 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah 
Kabupaten Labuhanbatu Utara. 

6. Petugas teknis SKPD adalah Pegawai Negeri Sipil perwakilan 
SKPD yang melaksanakan tugas tambahan pada DPM-PPTSP 
atas penugasan kepala SKPD dengan kualifikasi memiliki 
kompetensi di bidang Perizinan atau Nonperizinan.

7. Tim...
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7. Tim Kerja Teknis adalah kelompok kerja yang ditetapkan oleh 
Bupati yang terdiri dari Perangkat Daerah yang mempunyai 
kewenangan memberikan rekomendasi teknis dalam rangka 
proses penerbitan, penangguhan, perubahan, perpanjangan, 
penolakan atau pembatalan Perizinan dan Nonperizinan. 

8. Rekomendasi teknis adalah pertimbangan teknis kepala SKPD 
atas permohonan Perizinan atau Nonperizinan sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya.

9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki 
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, 
fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP 
adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan untuk 
proses penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan mulai 
penerimaan berkas sampai dengan diterbitkannya perizinan.

12. Pemohon adalah subjek pelayanan pada penyelenggaraan 
pelayanan Perizinan atau Nonperizinan berupa orang 
perseorangan atau badan baik yang berbentuk badan hukum 
atau bukanberbentuk badan hukum. 

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk 
memberikan pedoman dan tata cara dalam penyelenggaraan 
pelayanan Perizinan dan Nonperizinan terpadu satu pintu pada 
DPM-PPTSP.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk 
memastikan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dilaksanakan 
dengan prinsip cepat, mudah, tertib, terarah dan kejelasan 
prosedur.

BAB III...
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BAB III
ASAS PENYELENGGARAAN 

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 4

Asas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu:
a. transparan, yaitu bersifat terbuka dan mudah diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan;
b. tertib, yaitu pelayanan yang dilaksanakan secara tepat waktu 

dan sesuai dengan prosedur;
c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;
d. partisipatif, yaitu mendorong peranserta dengan memperhatikan 

aspirasi, kebutuhan dan harapan publik;
e. tidak diskriminatif, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, 

golongan, gender dan status sosial ekonomi;
f. efektif, yaitu pelaksanaan pelayanan terpadu sesuai dengan 

target yang ditetapkan;
g. efisien, yaitu pelayanan dilaksanakan tidak berbelit-belit dan 

tidak melibatkan banyak personil;
h. keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan 

penerima pelayanan harus memenuhi hak dan kewajiban 
masing-masing; dan

i. profesional, yaitu memiliki kompetensi dan disiplin dalam 
memberikan pelayanan.

BAB IV
JENIS PELAYANAN

Pasal 5

(1) Jenis pelayanan Perizinan yang diselenggarakan berupa 
penerbitan izin, perubahan izin, perpanjangan izin, pembatalan 
izin, dan/atau pencabutan izin yang terdiri dari:
a. Bidang Penanaman Modal:

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman 

Modal;
5. Izin Usaha Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal:
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman 

Modal;
b. Bidang Pendidikan:

1. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan 
masyarakat;

2. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Nonformal yang diselenggarakan masyarakat;

c. Bidang Kesehatan:
1. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB);
2. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);

3. Surat...
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3. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP);
4. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);
5. Izin Apotek;
6. Izin Toko Obat;
7. Izin Toko Alat Kesehatan;
8. Izin Optikal;
9. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
10. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada industri 

Rumah Tangga;
11. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
12. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
13. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik 

(SIP-ATLM);
14. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D;
15. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;
16. Izin Mendirikan Klinik;
17. Izin Operasional Klinik;

d. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
1. Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (kecil dan non 

kecil);
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

e. Bidang Tenaga Kerja:
1. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) 

dalam Daerah Kabupaten;
2. Izin Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam Daerah 

Kabupaten;
f. Bidang  Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:

1. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi dengan 
wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten;

2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan 
KantorKas Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 
Daerah Kabupaten;

g. Bidang Kelautan dan Perikanan:
1. Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan 

ikan dalam Daerah Kabupaten;
h. Bidang Pertanian:

1. Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usaha dalam Daerah 
Kabupaten;

2. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, 
Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit 
Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan;

3. Izin Usaha Peternakan;
4. Penertiban Izin Usaha Pengecer (toko retail, sub 

distributor) Obat Hewan;
5. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
6. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);
7. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);

i. Bidang Perindustrian:
1. Izin Usaha Industri (IUI) Menengah;
2. Izin Perluasan Usaha Industri bagi industri kecil;
3. Izin Perluasaan Usaha Industri bagi industri menengah;
4. Izin Usaha Kawasan Industri  dan Izin Perluasan 

Kawasan Industri dalam Daerah Kabupaten;

j. Bidang...
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j. Bidang Perdagangan:
1. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
2. Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan;
3. Izin Usaha Toko Swalayan;
4. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan 

B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di 
tempat;

5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
k. Bidang Perhubungan:

1. Izin Trayek;
2. Izin Usaha Angkutan Jalan;
3. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;

l. Bidang Lingkungan Hidup:
1. Izin Lingkungan;
2. Izin Penyimpanan  Sementara   Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3);
3. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3);
4. Izin Pembuangan Limbah Cair;
5. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kelapa 

Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
6. Izin Pendaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, 

pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah 
yang diselenggarakan oleh swasta;

m. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman:
1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan  

Permukiman;
2. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;

n. Bidang Pertanahan:
1. Izin Lokasi.

(2) Jenis pelayanan Nonperizinan yang diselenggarakan berupa 
penerbitan, perubahan, perpanjangan, pembatalan dan/atau 
pencabutan Nonperizinan yang terdiri dari: 
a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
b. Tanda Daftar Pariwisata;
c. Tanda Daftar Gudang/Surat Keterangan Penyimpanan 

Barang (SKPB);
d. Tanda Daftar Industri;
e. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk:

1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; 

dan
3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;

f. Rekomendasi Penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau 
Terdaftar (PKAPT) dan Pelaporan Rekapitulasi Perdagangan 
Kayu atau Pulau;

g. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

(3) Pelayanan Perizinan atau Nonperizinan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
a. Perizinan atau Nonperizinan secara tunggal, yaitu 

permohonan untuk 1 (satu) jenis Perizinan atau Nonperizinan;

b. Perizinan...
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b. Perizinan atau Nonperizinan secara paralel, yaitu permohonan 
beberapa jenis Perizinan atau Nonperizinan yang diproses 
sekaligus.

BAB V
PERSYARATAN, PROSES DAN WAKTU PELAYANAN

Pasal 6

(1) Pengolahan dokumen persyaratan Perizinan dan Nonperizinan 
mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen 
dilakukan secara terpadu satu pintu.

(2) Persyaratan, proses dan waktu pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 
dalam SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
MEKANISME PELAYANAN 

Bagian Kesatu
Informasi Pelayanan

Pasal 7

(1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan, DPM-PPTSP memberikan pelayanan informasi 
terkait dengan persyaratan, proses dan waktu pelayanan dengan 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 
secara langsung melalui petugas front office pada kantor DPM-
PPTSP atau secara tidak langsung melalui website dengan 
alamat http://perizinan.labura.go.id.

Bagian Kedua
Verifikasi Kelengkapan Berkas 

Persyaratan Administrasi Permohonan

Pasal 8

(1) Kepala DPM-PPTSP melalui petugas front office menerima berkas 
permohonan Perizinan atau Nonperizinan.

(2) Petugas front office sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
memberikan formulir sesuai dengan jenis Perizinan atau 
Nonperizinan kepada pemohondan memeriksa isian formulir.

(3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses 
melalui website dengan alamat http://perizinan.labura.go.id.

(4) Petugas front office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberikan tanda terima berkas permohonan kepada pemohon 
setalah berkas dinyatakan lengkap.

Pasal 9...

http://perizinan.labura.go.id
http://perizinan.labura.go.id


-9-

Pasal 9

(1) Petugas front office sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8menyerahkan berkas permohonan kepada petugas teknis SKPD 
sesuai jenis permohonan yang diajukan.

(2) Petugas teknis SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melakukan verifikasi atas kelengkapan berkas persyaratan 
administrasi permohonan.

(3) Terhadap berkas permohonan yang dinyatakan belum lengkap, 
petugas teknis SKPD mengembalikan berkas permohonan 
kepada petugas front office untuk dikembalikan kepada pemohon 
agar dilengkapi.

Pasal 10

(1) Petugas teknis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
tidak bersifat permanen dan dapat ditugaskan secara bergantian 
sesuai kebutuhan sepanjang tidak mengganggu proses 
pelayanan.

(2) Petugas Teknis SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditugaskan oleh kepala SKPD berdasarkan Surat Perintah 
Tugas.

Bagian Ketiga
Tindak Lanjut Permohonan 

Pasal 11

(1) Atas berkas permohonan yang dinyatakan lengkap, petugas 
teknis SKPD menyerahkan berkas permohonan kepada petugas 
front office untuk diserahkan kepada kepala DPM-PPTSP.

(2) Kepala DPM-PPTSP menelaah jenis permohonan yang diajukan 
untuk menentukan tindak lanjut.

Pasal 12

(1) Dalam hal permohonan memerlukan kajian teknis lintas SKPD, 
kepala DPM-PTSP menggelar rapat Tim Kerja Teknis yang 
bertujuan:
a. membahas ketentuan peraturan perundang-undangan 

terkait jenis Perizinan/Nonperizinan yang dimohonkan;
b. membahas kondisi objektif terkait Perizinan/Nonperizinan 

yang dimohonkan;
c. menentukan permohonan dapat ditindaklanjuti, 

ditangguhkan atau ditolak;
d. menentukan perlu atau tidaknya dilakukan peninjauan 

lokasi.

(2) Hasil rapat Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Dituangkan...
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(1) dituangkan dalam berita acara rapat yang ditandatangani 
oleh Tim Kerja Teknis.

(3) Permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang memerlukan 
kajian teknis lintas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa:
a. Perizinan:

1. Perizinan Bidang Kesehatan:
a) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D;
b) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;

2. Perizinan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
a) Izin Mendirikan Bangunan;

3. Bidang Kelautan dan Perikanan:
a) Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan 

ikan dalam Daerah Kabupaten;
4. Bidang Pertanian:

a) Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usaha dalam 
Daerah Kabupaten;

b) Izin Usaha Peternakan;
c) Izin Usaha Perkebunan (IUP);
d) Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);
e) Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);

5. Bidang Perindustrian:
a) Izin Usaha Kawasan Industri  dan Izin Perluasan 

Kawasan Industri dalam Daerah Kabupaten;
6. Bidang Perdagangan:

a) Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan;
b) Izin Usaha Toko Swalayan;
c) Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol 

golongan B dan C untuk pengecer dan penjual 
langsung minum di tempat;

7. Bidang Perhubungan:
a) Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas 

Parkir;
8. Bidang Lingkungan Hidup:

a) Izin Lingkungan;
b) Izin Penyimpanan  Sementara   Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3);
c) Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3);
d) Izin Pembuangan Limbah Cair;
e) Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kelapa 

Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
f) Izin Pendaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, 

Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir 
Sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

9. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman:
a) Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan  

Permukiman;
b) Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;

10. Bidang Pertanahan:
a) Izin Lokasi.

b. Bidang Nonperizinan:

1. Rekomendasi...
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1. Rekomendasi Penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau 
Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi 
perdagangan kayu atau pulau.

Pasal 13

(1) Dalam hal rapat Tim Kerja Teknis berkesimpulan permohonan 
dapat ditindaklanjuti dan memerlukan peninjauan lokasi, maka 
Kepala DPM-PPTSP menerbitkan surat tugas kepada petugas 
teknis SKPD didampingi petugas DPM-PPTSP.

(2) Hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam berita acara disertai peta bagi jenis 
Perizinan/Nonperizinan yang memerlukan peta objek.

(3) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan kajian terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, kepala SKPD teknis atau beberapa 
kepala SKPD teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
mengeluarkan rekomendasi teknis.

(4) Apabila berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan/atau 
berdasarkan kajian terhadap peraturan perundangan 
menyebabkan permohonan Perizinan atau Nonperizinan ditolak 
atau ditangguhkan, maka kepala SKPD teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) menerbitkan pertimbangan teknis 
penolakan atau penangguhan.

Pasal 14

(1) Dalam hal rapat Tim Kerja Teknis berkesimpulan permohonan 
dapat ditindaklanjuti dan peninjauan lokasi cukup dilaksanakan 
oleh salah satu SKPD teknis sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi, maka kepala DPM-PPTSP menerbitkan surat tugas 
kepada petugas teknis SKPD didampingi petugas DPM-PPTSP.

(2) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan/atau kajian terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, kepala SKPD teknis sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi mengeluarkan rekomendasi teknis.

(3) Apabila berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan/atau 
berdasarkan kajian terhadap peraturan perundangan 
menyebabkan permohonan Perizinan atau Nonperizinan ditolak 
atau ditangguhkan, maka kepala SKPD teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menerbitkan pertimbangan teknis 
penolakan atau penangguhan.

Pasal 15

(1) Dalam hal rapat Tim Kerja Teknis berkesimpulan permohonan 
dapat ditindaklanjuti tanpa dilakukan peninjauan lokasi, maka 
berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, 
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kepala SKPD teknis atau beberapa kepala SKPD teknis sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi mengeluarkan rekomendasi 
teknis.

(2) Apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang 
menyebabkan permohonan Perizinan atau Nonperizinan ditolak 
atau ditangguhkan, maka kepala SKPD teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menerbitkan pertimbangan teknis 
penolakan atau penangguhan. 

Pasal 16

(1) Dalam hal permohonan tidak memerlukan kajian teknis lintas 
SKPD, maka kepala DPM-PPTSP menyerahkan berkas 
permohonan kepada SKPD teknis untuk dilakukan kajian teknis 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

(2) Apabila berdasarkan kajian kepala SKPD teknis permohonan 
perlu dilakukan peninjauan lokasi, maka kepala SKPD teknis 
mengoordinasikan pelaksanaan peninjauan lokasi kepada 
kepala DPM-PPTSP.

(3) Untuk keperluan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala DPM-PPTSP menerbitkan surat tugas 
kepada petugas teknis SKPD didampingi petugas DPM-PPTSP.

(4) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan dan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka kepala 
SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengeluarkan rekomendasi teknis.

(5) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang 
menyebabkan permohonan Perizinan atau Nonperizinan ditolak 
atau ditangguhkan, maka kepala SKPD teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menerbitkan pertimbangan teknis 
penolakan atau penangguhan.

Pasal 17

Dalam hal jenis Perizinan atau Nonperizinan yang dimohonkan 
tidak memerlukan rekomendasi teknis SKPD, maka kajian terhadap 
permohonan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan 
pada DPM-PPTSP.

Pasal 18

Penerbitan Perizinan atau Nonperizinan yang memerlukan 
peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), 
Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2), kepala DPM-PPTSP 
memberitahukan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari 
sebelum dilaksanakannya peninjauan lokasi.

BAB VII...
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BAB VII
PENANDATANGANAN IZIN

Pasal 19

(1) Penerbitan Perizinan atau Nonperizinan dilakukan setelah 
adanya rekomendasi teknis SKPD terkait dan pemohon telah 
membayar Retribusi Perizinan Tertentu bagi Perizinan yang 
mewajibkan pembayaran retribusi.

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterima oleh bendahara penerimaan pada DPM-PPTSP 
Kabupaten Labuhanbatu Utara.

(3) Penandatanganan Perizinan atau Nonperizinan dilakukan oleh 
kepala DPM-PPTSP Kabupaten Labuhanbatu Utara.

(4) Apabila kepala DPM-PPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berhalangan lebih dari 14 (empat belas) hari kerja, 
penandatanganan Perizinan atau Nonperizinan dilakukan oleh 
Bupati.

BAB VIII
PENGADUAN PELAYANAN

Pasal 20

Pengaduan pelayanan merupakan salah satu bentuk partisipasi 
masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola 
pemerintahan yang baik.

Pasal 21

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat 
dilakukan secara lisan, tertulis maupun melalui media yang 
disediakan oleh DPM-PPTSP.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada Kepala DPM-PPTSP. 

Pasal 22

(1) DPM-PPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan bagi 
masyarakat.

(2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa: 
a. kotak saran/pengaduan; 
c. call centre/sms centre;
d. website; 
e. email; dan/atau 
f. surat. 

Pasal 23...
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Pasal 23

Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
wajib ditindaklanjuti secara tepat dan cepat.

Pasal 24

DPM-PPTSP wajib melakukan penelitian dalam rangka menilai 
tingkat kepuasan masyarakat.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 25

Kepala DPM-PPTSP menyampaikan laporan Perizinan dan 
Nonperizinan yang telah diterbitkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) 
bulan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam 
penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan terpadu 
satu pintu.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu 
pelayanan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 
pengembangan sistem, sumber daya manusia dan jaringan kerja 
sesuai kebutuhan Daerah yang dilaksanakan melalui: 
a. koordinasi secara berkala; 
b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; 
c. pendidikan dan pelatihan; dan 
d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan 

danevaluasi pelaksanaan pelayanan publik. 

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 27 Februari 2018
BUPATI LABUHANBATU  UTARA,

   dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundang di Aek Kanopan 
pada tanggal 1 Maret 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

H. HABIBUDDIN SIREGAR AP,M.AP

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 275

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


